BAB Il1

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian ini, maka dapat penulis jabarkan

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan tarif cukai yang dipergunakan untuk penertiban rokok illegal oleh
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten yaitu kebijakan
Tarif Proporsional sehingga tarif yang dikenakan sesuai dengan harga jual
rokok, dengan memperhatikan antara tarif cukai dan daya beli konsumen
sehingga kebijakan tarif cukai yang ditetapkan tidak terlalu tinggi yang
dapat memberatkan sektor ekonomi dan memunculkan tindakan-tindakan
ilegal seperti peredaran rokok ilegal dan juga tidak terlalu rendah yang
tentunya dapat menghilangkan fungsi mengatur dari tarif cukai tersebut.
Tarif cukai yang tinggi mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal
dengan maksud penjual atau distributor rokok dapat memperoleh
keuntungan yang lebih besar.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan penertiban peredaran rokok ilegal
melalui Tarif Cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Banten yaitu:

1) Penentuan besaran tarif cukai tanpa pertimbangan dan survey pada
tingkat pendapatan rata-rata pelaku usaha masyarakat Banten dapat
menyulitkan pelaku usaha mikro yang menjual rokok-rokok di

daerah Banten
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2) Keterbatasan anggaran dalam pengawasan maupun alokasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sehingga memunculkan celah
bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten untuk mengawasi
peredaran rokok ilegal di provinsi Banten.

3) Tingginya tarif cukai menyebabkan distributor rokok menjual rokok
secara ilegal karena merasa lebih diuntungkan apabila menjual

rokok tanpa cukai.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menertibkan peredaran rokok ilegal

melalui tarif cukai di Kantor Wilayah Bea Cukai Banten dengan cara:

1)

2)

3)

Kebijakan tarif cukai dapat dirancang sedemikian rupa agar efektif
menekan peredaran rokok ilegal, sekaligus tetap menjamin penerimaan
negara dan menjaga aspek kesehatan.

Beberapa pendekatan penentuan kebijakan besarnya nilai tarif cukai
yaitu dengan melakukan survey pendapatan pada masyarakat dengan
memperhatikan keseimbangan antara tarif cukai dan daya beli
konsumen serta membuat analisis SWOT (Strenght, Weakness,
Oppurtunity, Threats).

Kebijakan tarif harus disertai sistem pengawasan yang dapat dilakukan
dengan membentuk kerjasama antara aparat penegak hukum dan
pemerintah setempat dalam rangka penertiban rokok ilegal di Provinsi
Banten untuk mempersempit ruang distribusi peredaran rokok ilegal.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Provinsi Banten
mempertimbangkan tiga aspek dalam penentuan Tarif Cukai yaitu:

1. Kesehatan terkait prevalensi perokok;
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Melakukan survey prevalensi jumlah anak, perempuan dan orang
dewasa yang merokok, sehingga kebijakan penentuan tarif cukai
harus mampu mengendalikan konsumsi dari produk hasil tembakau.
Dalam hal ini kenaikan tarif cukai dianggap akan cukup efektif
mengurangi dan menekan kemungkinan penurunan kesehatan pada
masyarakat karena dengan tarif yang dinaikkan namun berdasarkan
pertimbangan survey yang ada pada masyarakat, mengakibatkan
peredaran rokok menjadi berkurang dan meningkatkan tingkat
kesehatan yang ada pada masyarakat Banten.
2. Tenaga kerja hasil tembakau;
Adanya upaya untuk melindungi tenaga kerja dan pelaku usaha
rokok yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan/usaha
rokok. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten tidak
menaikkan cukai tembakau yang melakukan proses pelintingan
rokok secara manual untuk melindungi pelaku usaha rokok manual,
sehingga dapat menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Banten.
3. Petani tembakau;

Dalam hal ini besaran penentuan tarif cukai memperhatikan tingkat
serapan tembakau lokal. Dengan demikian kenaikan tarif cukai
sigaret kretek lebih rendah dari kenaikan tarif cukai sigaret pabrik,
sehingga tidak mematikan atau menyusahkan usaha petani tembakau

dan menekan peredaran rokok ilegal pada Provinsi Banten.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan
penulis, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten berupaya untuk dapat

menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif.
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B. Saran

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi

setiap aspek-aspek yang menjadi pertimbangan.

1. Dalam penentuan besaran tarif cukai Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai Banten perlu untuk melakukan survey dengan memperhatikan
aspek-aspek pertimbangan penentuan tarif sebagai berikut:

a. Kesehatan terkait prevalensi perokok;

b. Tenaga kerja hasil tembakau;

c. Petani tembakau;

. Tarif Cukai memiliki fungsi sebagai pengawasan atas konsumsi

barang serta pengenaanya yang selektif mengakibatkan adanya
perbedaan tarif antar objek cukai. Oleh karena itu, tarif cukai yang
ditetapkan berupa tarif tetap atau tarif proporsional dengan
menimbang berbagai faktor dan dampak dari pembebanan tarif
tersebut. Dengan demikian peningkatan pemberian Tarif Cukai pada
rokok harus didasarkan pada berbagai faktor sehingga dapat

mengontrol peredaran rokok ilegal terutama di Provinsi Banten.
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